
BUPATI BARITO SELATAN
PROVINSI I{ATIMANTAN TTNGAH

PERATURAN BUPdTI BARITO SELATAN
NOMOR 1STAIIUN 2A22

TENTANG

TATA NASI(AH DINAS
DI LINGKUI{GAI{ PEMERINTAH DAERAH

DEI{GAN RAHMAT TUHAN YAISG MAHA ESA

',' 8u,.,P,,,,,'1-.Il BARrto *EL-ATAN.':r,.:,,

Menimbang : a. barrwa dalam .an'gka' peningkatan efisiensi dan

efektifitas,,,-, ltertib, ',.adrninistrasi penyelenggaraan

Daerah t*;te,l,g,1s Pedoman Tata Naskah Dinas

berdasarkanffio*"" y"ng ditetapkan oleh Kepala Arsip

Nasional Republik Indonesia;

bahwa dengan berlakunya Peraturan Kepala Arsip Negara

Nomor 5 Tahun 2O2l tentang Pedoman Umum Tata

Naskah Dinas, maka Peraturan Bupati Barito Selatan

Nomor 2 Tahun 2Al2 tentang Tata Naskah Dinas di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Selatan sudah

tidak relevan lagi, sehingga perlu diganti;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman ?ata

Naskah di Lingkungan Pemerintah Daerah;

b.

c.

d.



Mengingat

2

: ]. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang

Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953

tentang Pembentukan Daerah Tingkat Ii di Kalirnantan

{LemLraran Negara Republik indonesia Tahun 1959

Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang

Kearsipan (Lembaran Negara Republik indonesia Tahun

2OAg Nomor 197l, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia 5071);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2OL1 tentang

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 201 1

Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik

lndonesia Nomor 523'4\' sebagaimana telah diubah

dengan U'ndang-Uldeng Nomor 15 Tahun 2Al9 tantang

Perubahan atas,Undang-Unda4g Nomor 12 Tahun 2A11

tentang,PembentUkarl'. raturan Perundang-Undangan

{Lembaran Ne$ara '., 
Repubiik , Indonesr_a Tahun 2019

Nomor'i83,',rTa+bahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 639&,. 
,

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia'?ahun ,2014 'Nomar 244, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana

teiah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Ked"ua

Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

lndonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 56791;

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1958 tentang

Penggunaan Lambang Negara (Lembaran Negara Republik

Ind,onesia Tahun 1958 Nomor 197 L, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 1636);

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2A12 tentang

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2OOg

3.

4.

5.

6.



7.

8.
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Tentang Kearsipan{l,embaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2Ol2 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia 5286);

peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009

tentang Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Pemerintah

Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2A361

sebagaimana telah diubah d,engan Peraturan Menteri

Nomor l2o Tahun 2018 tentang Perubahan Atas

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor B0 Tahun 2015

tefi@4gr',Pefi1h94ilI$ryr',froduk- tHu-kum Daerah (Berita

Negara nepubtit< Indonesia tthui 2018 Nomol 157);

Peraturan;.&Sip Naqional Reprrblik Indonesia Nomor 5

Tahun 2O2l Te Pedortran Umum Naskah Dinas
9.

Indoaesia Tahun 2O2l Nomor

Menetapkan :

xabripef,,.q.8'B ttli SeiaBF,Nory i );

,

rvrpnr**usmr :"

PERATURAN BUPATI TENTANG TATA I{ASI(AH DII{AS DI

LII{GKUNGAN PEMERINTAH DAERAH.

BAB I
KEIENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. pemerintahan Daerah adalah penyelengaraan urusan pemer:intahan oleh

pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat daerah menurut asas

otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi yang seluas-

luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia

10.



2.

Aa

sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Repubiik

Indonesia Tahun 1945.

Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta unsur penyelenggara

pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan

yang menjadi kewenangan daerah otonom'

Pejabat Negara adalah Bupati d"an wakil Bupati Barito selatan'

Bupati adalah Bupati Barito Selatan'

Pegawai Negeri sipil yang selanjutnya disingkat PNS, adalah warga negara

Republik Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai

pegawai ASN secara tetap oieh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk

menduduki jabatan pemerintahan dilingkungan Pemerintah Kabupaten

a

4.

5.

Barito Selatan.

6. Pejabat yang berwenang adalah Pejabat yar}gcliberikan hak, wewenang dan

n Perundang-tanggungjawabd.alamjabatansesuaiketentuanperaturat

undangan.

7 " Perangkat Daerah adalah unsur Pq,A;lantu Bupati dan Dewan Penvakilan

rlenggaiaan oerr Lh Yang terdiriRakyat Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan d-aere

dari Sekretariat Daerah,'sekretariat DP.RD, dinas daerah' Lembaga teknis

daerah, Kecamatan, Kelurahan,"d an iembaga lainnya.

g. unit Pelaksana Teknis Dinas dan ,..unit Pelaksana Teknis Badan

h unsur Pelaksana teknisselanjutnya disebut UPTD/U'PTB 
.,, 

adala

operasional dinas atau badan untuk melaksanakan sebagian urusan dinas

atau badan. l

g. Jabatan Eselon II setara dengan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama adalah

jabatan struktural yang memimpin Badan dan Dinas, sekretariat,

Inspektorat, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati Barito

Selatan.

10. Jabatan Eseion III setara dengan Jabatan Administrator adalah jabatan

struktural yang memimpin Bagian, dan Bidang berada di bann'ah dan

bertanggung jarvab kepada Bupati Barito selatan atau Jabatan Pimpinan

Tinggi Pratama.

11. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan

tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada

keahlian dan keterampilan tertentu"

12. TataNaskah Dinas adalah pengaturan tentang jenis, susunan dan bentuk'

pembuatan, pengamanan, pejabat penandatanganan dan pengendalian

yang digunakan dalam komunikasi kedinasan'
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13. Naskah Dinas adalah informasi tertulis sebagai alat komunikasi kedinasan

yang dibuat dan/atau diterima oleh pejabat yang berwenang di lingkungan

pemerintahan Daerah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan

dan pembangunan di Kabupaten Barito Selatan'

14. Kewenangan penandatangan naskah dinas adalah hak dan kewajiban yang

ada pada pejafuat untuk menand-atangani naskah dinas sesuai dengan

tugas dan tanggung jawab kedinasan pada jabatannya'

15. Administrasi umum adalah rangkaian kegiatan administrasi yang meliputi

tata naskah dinas, penamaan lembaga, singkatan dan akronim' kearsipan'

serta tata ruang Perkantoran'

16. Format adalah susunan dan bentuk naskah yang menggambarkan tata

letak dan redaksional serta penggunaan lambang negara, logo, dan stempel

dinas.
aruda Pancasila dengan semboyan Bhinneka

17. Lambang Negara adalah G

Tunggal lka.

18. Lambang Daerah adalah lambang Dae-rah Kabupaten Barito selatan'

^rr hrrirtf ieLrasa rsi pemerintah'
19. Logo adatah gambar danf atau huruf se!4gai identitas instar

20. StempellCap Dinas adalah tanda'iidentitas dari suatu jabatan atau SKPD'

21. Kop Naskah Dinas adalah kop surat yang menunjukan jabatan atau nama

SKPDtertentuyangditempat.kirndibagiql.ataskertas.

22. Kop Sampul Naskah Dinas adalah koP 
,surat 

yang menunjukan jabatan

atau nalna SKPD tertentu yant ditempatkal dibagian atas. Sampul naskah'

23. Kewenangan adalah kekuasaan yang melekat pada suatu jatratan'

24. Delegasi adalah pelimpahaR wewenang d"an tanggung jar't'ab dari pejabat

kepada pejabat atau pejabat dibau'ahnya'

25. Mandat adalah pelimpahan wewenang yang diberikan oleh atasan kepada

bawahan untuk meiakukan suatu tugas tertentu atas nama yang memi:eri

mandat.

26. penand.atanganan naskah dinas adalah hak, kewajiban dan

tanggungiawab yang ada pada seorang pejabat untuk menandatangani

naskah dinas sesuai dengan tugas dan kewenangan pada jabatannya'

27. Peraturan Daerah adalah naskah dinas dalam bentuk dan susunan

produk hukum, yang bersifat pengaturan ditetapkan oleh Kepala Daerah

setelah mendapat persetujuan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

untuk mengatur urusan otonomi daerah dan tugas pembantuan'



28, Peraturan BuPati

susunan produk

Barito Selatan.
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Barito selatan adalah naskah dinas dalam bentuk dan

hukum yang bersifat pengaturan ditetapkan oleh Bupati

29. Keputusan Bupati Barito Selatan adalah naskah dinas dalam bentuk dan

susunan produk hukum yang bersifat penetapan konkrit, individual, dan

fina1.

30. Keputusan Kepala SKPD adalah naskah dinas daiam bentuk dan susunan

produk hukum yang bersifat penetapan, individual, konkrit dan fina1.

31. Instruksi Bupati Barito Selatan adalah naskah dinas yang berisikan

perintah dari Bupati Barito Seiatan kepada bawahan untuk meiaksanakan

tugas-tugas Pemerintahan.

32.Surat Edaran adalah naskah d.inas yang berisi penjeiasan danf atau

petunjuk, pemberitahuan cara melaksanakan hal tertentu yang dianggap

penting dan mendesak.

33. Surat Biasa adalah naskah dinas yang berisi pemberitahuan, pertanyaan,

permintaan jawaban atau saran dan sebagainl'a'

5 berisi pernyataan tertulis dari34. Surat Keterangan adalah naskah dinas,Yan€

pejabat sebagai tanda bukti r untuk I menerangkan atau menjelaskan

kebenaran sesuatu hal.

35. Surat Perintah adalah naska!,dinas dari atasan yang ditujukan kepada

bawahan yang berisi perintah -untuk melaksanakan pekerjaan tertentu.
'si Persetujuan terhadaP suatu36. Surat lzin adalah naskah dinas yang berir

permohonan yang dikelUarkan oieh pejabat yang berwenang.

37. Surat perjanjian adalah naskah dinas yang berisi kesepakatan bersama

antara dua belah pihak atau lebih untuk melaksanakan tindakan atau

perbuatan hukum yang telah disepakati bersama'

38. Surat Kuasa adalah naskah dinas dari pejabat ya-ng berwenang kepada

bawahan berisi pemberian wewenang dengan atas namanya untuk

meiakukan suatu tindakan tertentu dalam rangka kedinasan'

39. Surat Undangan adalah naskah dinas dari pejabat yang beru'enang berisi

undangan kepada pejabat/pegawai yang tersebut pada alamat tujuan

untuk menghadiri suatu acara kedinasan.

40. Surat Keterangan Melaksanakan Tugas (SKMT) adalah naskah dinas dari

pejabat yang berwenang berisi pernyata-an bahw.-a seorang pegawai t-elah

menjalankan tugas.

41. Surat panggilan adalah naskah d.inas dari pejabat yang berrn'enang berisi

panggilan kepada seorang pegawai untuk menghadap'
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42. Nota Dinas adalah naskah dinas yang bersifat internal berisi komunikasi

kedinasan antar pejabat atau dari atasan kepada bawahan dan dari

bawahan kepada atasan.

43. Nota Pengajuan Konsep Naskah Dinas adalah naskah dinas untuk

menJiampaikan konsep naskah dinas kepada atasan.

44. Lembar Disposisi adalah naskah dinas dari pejabat yang berwenang berisi

petunjuk tertulis kepada bawahan.

45. Tetaahan Staf adalah naskah dinas dari bawahan kepada atasan antara

lain berisi analisis pertimbangan, pendapat dan saran-saran secara

sistematis.

46. Pengumuman adalah naskah dinas dari pejabat yang berwenang berisi

pemberitahuan yang bersifat umum.

47. Laporan adalah naskah dinas dari bawahan kepada atasan yang berisi

informasi dan pertanggungj awaban tentang peiaksanaan tugas kedinasan.

48. Rekomendasi adalah naskah dinas dari pejabat yang berwenang berisi

keterangan atau catatan tentang,sesuatu hal yang dapat dijadikan bahan

pertimbangankedinasan. : : :

49. Surat Pengantar adalah laskah',dinas,.bdrisi jenis dan jumlah barang yang

berfungsi sebagai tanda terima,

50. Lembaran Daerah adalah naskah untuk mengundangkan Peraturan

..
51. Berita Daerah adalah naskah dinas untuk mengundangkan Peraturan

52. Berita Acara adalah naskahrdinas.y4+g berisi keterangan atas sesuatu hal

yang ditanda tangani oleh para pihak.

53. Notulen adalah naskah dinas yang memuat catatan proses sidang atau

rapat.

54. Memo adalah naskah dinas dari pejabat yang berrvenang berisi catatan

tertentu.

55. Daftar Hadir adalah naskah dinas dari pejabat berwenang yang berisi

keterangan atas kehadiran seseorang.

55. Piagam adalah naskah dinas dari pejabat yang berwenang berisi

penghargaan atas prestasi yang telah dicapai atau keteladanan yang telah

diwujudkan.

57. Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan disingkat STTPP adalah

naskah dinas yang merupakan tanda bukti seseorang telah lulus

pendidikan dan peiatihan tertentu.
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58. Sertifikat adalah naskah dinas yang merupakan tanda bukti seseorang

telah mengikuti kegiatan tertentu.

39. Perubahan ad.alah merubah atau mengisipkan suaht naskah dinas.

60. pencabutan adalah suatu pernyataan tidak berlakunya suatu naskah

dinas sejak ditetapkan pencabutan tersebut.

61. pembatalan adalah pernyataan bahwa suatu naskah dinas dianggap tidak

pernah dikeluarkan.

Pasal 4

Asas tata naskah dinas terdiri atas :

a. Asas efisien dan efektif;

b. Asas pembakuan;

c. Asas akuntabilitas;

d. Asas keterkaitan;

e. Asas kecepatan dan ketepatan; dan

Pasal 2

pedoman Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Pemerintah Daerah disusun

dengan tujuan :

a. Sebagai pand.uan dalarn penyelerrggaraan tata.laskah dinas di lingkungan

Pemerintah Daerah.

b" Memperlancar kelancaran komunikasi kedinasan dalam bentuk tulisan
, :l- :l

d alam penyelenggaraan peperintahad di lingkungan Pemerintah Daerah "

'. "':: ................,.

.',,: r. .l .. -

,l',,',1'' tllir-'#lt o6 '.r ' '"
r. 't:::i liir..lft:.'. ,.'1t'..'.n:rlrj: 

:

Sasaran penetapan Pedoman:Taiitfukahlfu*s' Di Lingkungan Pemerintah

Daerah adalah : 'l i'. s "ry].ffi
a. Tercapainya kesamaad,,, 

, 
p-9,,t$"-d,g.', d4$,,' pemahaman dalam

penyelenggaraan tata qa$ dlnas'di.,,ling1crngan P'emerintah Daerah'

b. Terwujudnya keterpadu& peny.e.lqqg r:ipta naskah dinas dengan

unsur lainnya dalam fit g#$ d *.
c. Terwujudnya kemudahan dan kelancaran dalam komunikasi tulis.

d. Tercapainya efektivitas dan efisiensi penyelenggaraall tata naskah dinas.

e. Berkurangnya tumpang-tindih dan pemborosan penyelenggaraan tata

naskah dinas.
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f. Asas keamanan.

Pasal 5

{1} Asas efisien dan efektif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a,

dilakukan melalui penyederhanaan dalam penulisan, penggunaan ruang

atau lembar naskah dinas, spesifikasi informasi, serta dalam penggunaan

bahasa Indonesia yang baik, benar dan lugas'

{2} Asas pembakuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, dilakukan

melalui tata cara dan bentuk yang telah dibakukan.

{3} Asas akuntabiiitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, yaitu

penyelenggaraan tata naskah dinas harus dapat dipertanggungjawabkan

dari segi isi, format, prosedul, kelyenanga!, keabsahan dan dokumentasi'

{4) Asas keterkaitan sebagairnana dimaksud'daiam Pasal 4 huruf d, yaitu tata

naskah dinas diselenggarakan dalam satu, kesatrran Sistem'

(5) Asas kecepatan dan kete sebag4-imana djmaksud dalam Pasal 4 huru{

e, yaitu tata naskah dinasidiselenggarakan tep4t waktu dan tepat sasaran'

i6) Asas keamanan sebagairnana'id!.- t sqd,adalarn :Pasal 4 huruf f, yaitu

pen5reienggaraan tata naSkah dinas ha-rus aman secara fisik dan substansi'

a::.. . .,.i.::. .. ,!.

Easal 6
..:..::t t.::.:. .. t:,:. | ,

prin sip-prinsip penyelenggar-a34 nasfu4h,,,dif1as teldiri 
. 

atas :

a. Ketelitian;

b. Kejelasan; ''':' 
,,.. :.: ,.,. ,, . ,. I

c. Singkat dan Padat; dan

d. Logis dan meYakinkan.

Pasal 7

(1) Prinsip ketelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a,

diselenggarakan secara teliti dan cermat dari bentuk, susunan pengetikan,

isi, struktur, kaidah bahasa dan penerapan kaidah ejaan didalam

pengetikan.

{2} prinsip kejelasan sebagaimana dimaksud daiam Pasal 6 huruf b,

diselenggarakan dengan memperhatikan kejelasan aspek fisik dan materi

dengan mengutamakan metode yang cepat dan tepat'
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{3} Prinsip singkat dan padat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c,

diselenggarakan dengan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan

benar.

{a} Prinsip iogis dan meyakinkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf
d, diselenggarakan secara runtut dan logis dan meyakinkan serla struktur

kalimat harus lengkap dan efektif.

BAB II
PEIHELENGGARAAI{ TATA NASI(AH DINAS

Pasal 8

Penyelenggaraan naskah dinas dilaksanakan sebagai berikut :

a. Pengelolaan surat masuk;

b. Pengelolaan surat'keluar;' " -:'' ::':':'::::' 
rr'rr-::1

c. Tingkat keamanan ;

d. Kecepatan proses;
' ::ir::?!rfil:L:4.

e. Penggunaan kertas surat;

r. Pengetikan sarana *a#[istr.$1.;;; io.**tUU: psrkantorar,;

g. Warna dan kualitas kertas.
.''.'.,'..l.-iiii:if..l...].i;::''$1i-
, :ri. .,.): ii;r,:._:i .r.'r., ,, ,:'il:.'' i;lt.,,:'.t:i,.,:,:ii .1;:,ll1S1i$:l1

Pasal 9

Pengelolaan surat masuk lEeifhgaimana ii*ut ,*lrd dalam Pasal 8 huruf a,

,

a. Instansi penerima menindffianjuti surat yang diterima melalui tahapan :

1. Diagenda dan diklasifikasi sesuai sifat surat serta didistribusikan ke

unit pengelola;

2. Unit pengelola menindaklanjuti sesuai dengan klasifikasi surat dan

arahan pimpinan; dan

3. Surat masuk diarsipkan pada unit tata usaha.

b. Fotokopilsalinan surat jawaban yang mempunyai tembusan disampaikan

kepada yang berhak; dan

c. Alur surat menyurat diselenggarakan melalui mekanisme dari tingkat
pimpinan tertinggi hingga ke pejabat struktural terendah yang berwenang.
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Pasal 1O

Pengelolaan surat keluar sebagaimana dimaksud dalam Pasai B huruf b,

dilakukan melalui tahaPan :

a. Konsep surat keluar diparaf secara berjenjang dan terkoordinasi sesuai

tugas dan kewenangannya dan diagendakan oleh masing-masing unit tata

usaha daiam rangka Pengendaiian;

b. Surat keluar yang telah d.itandatangani oieh pejabat yang berwenang diberi

nomor, tanggal dan stempel oleh unit tata usaha pada masing-masing

satuan kerja perangkat daerah;

c. Penggunaan tanggal untuk naskah dinas tertentu menggunakan

penanggalan Masehi dan HijriYah;

d. surat keluar sebagaimana d.imaksud pada huruf b wqiib segera dikirim;

e. Surat keluar diarsipkan pada unit tata usaha; dan

f. Surat keluar yang diarsipkan adalah surat asli yang memiliki paraf'

, .P1 ,_11.,,

Tingkat keamanan sebagaimana dil *,rA'.daiarn Pasal 8 huruf c, dilakukan

.umkan kod.e pada sampul naskah d.inas sebagai berikut :

a. Surat sangat rahasia disingkr4! ,S.Rr,, me.qupakan surat yang materi dan

sifatnya memiliki tingkat keamanll,Vlpgtinggi, erat hubungannya dengan

rahasia negara, keamanan dan keselamatan Negara;

b. Surat rahasia disingkat'R, **rrrpakan surat yang materi dan sifatnya

memiiiki tingkat keamanan tinggi yang .berdampak kepada kerugian

negara, disintegrasi bangsa;

c. Surat penting disingkat P, merupakan surat ,Yang tingkat keamanan isi

surat perlu mendapat perhatian penerima surat;

d. Surat konfidensial disingkat K, merupakan surat yang materi dan sifatnya

memiliki tingkat keamanan sed.ang yang berdampak kepada terhambatnya

jalannya pemerintahan dan pembangunan; dan

e. Surat biasa disingkat B, merupakan surat yang materi dan sifatnya biasa

namun tidak dapat disampaikan kepada yang tidak berhak.

Pasal 12

Kecepatan proses sebagaimana d.imaksud dalam Pasal 8 huruf d, sebagai

berikut :

a. Amat segera/kiiat, dengan batas waktu 24 jalnrr setelah surat eliterima;



Pasal 13

Penggunaan kertas surat sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 huruf e,

sebagai berikut :

a. Kertas yang digunakan untuk naskah dinas adalah HVS B0 gram;

b. Penggunaan kertas HVS diatas B0 gram atau jenis lain, hanya terbatas
untuk jenis naskah dinas yang mempunyai nilai keasaman tertentu dan
nilai kegunaan dalam waktu lama;

c. Penyediaan surat berlarrrbang negafa berwarna kuning emas atau 1ogo

daerah berwarna dicetak di atas kertas B0 gram;

d. Ukuran kertas yang digunakqn untuk sUrat:menyurat adalah Folio/F4 (215
x 330 m*) ; t._t.-' 

:,,.i, 
' 

"

e- Ukuran kertas yang diguaakan u+tuk.makalah,,'paper dan laporan ad.alah
A4 (ZLa x297 -*); d.o :1, ', l'': lt 

t', ' -,

f. Ukuran kertas yang Algunb.kan,g.n-tuk prArio aaaiafr A5 (i65 x 215 mm).

- .','...',l','.' ....-tl:.':tltr::'

' ' '":'-P--';a;e|J '
. ::r .' ;"i:r:-::i:':a: ::);.i:ta:t a),:.a

Pengetikan sarana adminiqtrasi-dan komunikasi perkantoran dimaksud dalam
Pasal 8 huruf f, sebagai belikut : 

,i-.,,t]

a. Penggunaan jenis huruf pica;

b. Bookman old style 12 ataudisesuaikan dengan kebutuhan; dan
c. Spasi 1 atau 1,5 sesuai kebutuhan.

t2

b. Segera, dengan batas waktu 2 x 24jam setelah surat diterima;
c. Penting, dengan batas waktu 3 x 24jam setelah surat diterima; dan
d. Biasa, dengan batas waktu maksimum 5 hari kerja setelah surat diterima.

Pasal 15

Warna dan kualitas kertas sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 huruf g,

Lrerwarna putih dengan kualitas baik.

BAB III
BEI{TUK DAN SUSUNAN NASKAH DINAS

Bagian Kesatu
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Pasal 16

Hukum di lingkungan Pemerintah Daerah terdiriTata Naskah Dinas Produk

atas:

a. Peraturan Daerah;

b. Peraturan BuPati; dan

c, Keputusan BuPati.

Pasal 17

Bentuk dan susuna.n naskah dinas di

Kabupaten Barito Selatan, terdiri atas :

a. Instruksi;

b. Surat Edaran;

c. Surat Biasa;

m. Nota Pengajuan KonseP

Lembar Disposisi;

Telaahan Staf;

Pengumurnan;

Laporan;

Rekomendasi;

Surat Pengantar;

Lembaran Daerah;

Berita Daerah;

Berita Acara;

w. Notulen;

x. Memo;

y. Daftar Hadir;

z. Piagam;

Lingkungan Pemerintah Daerah

d. Surat Keterangan;,'',i ,-, ,.
;. 'e. Surat Perintah;

: r r Ir :1],.,.r.,l ;r1;{1.

f. Surat lzin; r'r,',,.", .i.t",;: l

. , r,: ,;i,''f,;",t:

g. Surat Perjanjian' '",
, 

,',h. Surat Kuasa; . :., '' ,'',ro il, .
: ., :' ji:i.:,.1t,:i:1, 

:

i. Surat Und.angan; ,t '

j. suratn","'";; rur.rak#"ffiffi
k. Surat Panggilan; ., ",, , ,;.. ,.. ",

1. Nota Dinas; '*Atffi.-- , r ,,

11.

o.

p.

q.

r.

S.

t.

u.

v.
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aa. Sertifikat; dan

bb. STTPP.

Bagian Kedua
lllaskah Dinas Elektronik

Pasal 18

Naskah Dinas Elektronik mengacu pada Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun
2A2O Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Tata Naskah Dinas Elektronik di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Selatan.

BAB tV
PET{GGUNAAIII DAN KEqIENANGA]I:ATAS trAMAI UNTUK BEIIAU,

PELAKSANA TUGAS, PELAKSANA HARIAN DAN PENJABAT

Pasal 21

{1} Pelaksana tugas yang disingkat Plt merupakan pejabat sementara pada
jabatan tertentu yang mendapat pelimpahan wewenang penandatanganan

naskah dinas, karena pejabat definitif belum dilantik.

{2} Plt sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dengan Keputusan
Kepala Perangkat Daerah atau Keputusan Bupati dan berlaku paling iama

1 (satu) tahun.

{3} Plt sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab atas naskah

dinas yang dilakukannya.

, Pasal 20

{1} Atas nama yang disingkat', a.fl. merupakan jenis pelimpahan wewenang

rngan internal , a4tara atasan kepada pejabat setingkat
dibawahnya. ,,, 

:,,:;.:,;..;:';,,, i, .,,:
(2) Untuk beliau yang disingkat u.b. merupakan jenis pelimpahan wewenang

dalam hubungan internal antara atasan kepada pejabat dua tingkat
dibawahnya. ' ', 

t't t. tt,,l ' : '"'

{3} Pelimpahan wewenang sebagaimana dimaksud paaa ayat (1) dan ayat {2i
tanggung jawab tetap berada pada pejabsf ,Jza.ngrmelimpahkan wewenang

dan pejabat yang l- rnenerima pelimpahan wewenang harus
mempertanggungjawabkan kepada pej:abat yang meiimpahkan wewenang.
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Pasal 22

(1] Pelaksana tugas harian yang disingkat Plh merupakan pejabat sementara
pada jabatan tertentu yang mendapat pelimpahan wewenang
penandatanganan naskah dinas, karena pejabat definitif berhalangan
sementara.

{2} Plh sebagaimana dimaksud pada ayat (u diangkat dengan keputusan
kepala Perangkat Daerah atau keputusan bupati dan berlaku paling lama 3
(tiga) bulan.

t3) Plh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertanggung jawabkan
pelaksanaan atas naskah dinas yang dilakukannya kepada pejabat definitif.

Pasal25

yang disingkat Pj. merupakan '.sementara untuk jabatan

PARAF, PENT'LISAIT ,TAfi,c*trer, DAlrt
i.lIASITfiH DIIIIAS

ditandatangani terlebih dahulu diparaf pada setiap lembar.

{3} Paraf sebagaimana dimaksud pada ayat (1} dan ayat {2} dilakukan oleh
pejabat terkait secara horizontal dan verlikal.

{a} Paraf sebagaimana dimaksud pada ayat (1} dan ayat (2) merupakan tanda
tangan singkat sebagai bentuk pertanggungjawaban atas muatan materi,
substansi, redaksi dan pengetikan naskah dinas.

{5} Paraf sebagaimana dimaksud pada ayat (a) meliputi :

a. Paraf hierarki; dan

b. Paraf koordinasi.

Bagian Kedua
Penulisan Nama

t1)

{2}



{1}

(2)

tu

(2)
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Pasal 25

Penulisan Nama Bupati dan Wakil Bupati pada naskah dinas :

a. Dalam bentuk susunan produk hukum tidak menggunakan Gelar; dan

b. Dalam Bentuk Susunan Surat Menggunakan Gelar.

Penulisan nama pejabat selain yang dimaksud pada ayat tU

menggunakan gelar, nomor induk pegawai dan pangkat.

Bagian Ketiga
Penandatanganan Naskah Dinas

Di Lingkungan Pemerintah Daerah

Pasal 26

Bupati menandatangani qaskah, dinas.,sebagaid,rlana dimaksud dalam Pasal

16 terdiri atas :

a. Peraturan Daerah;

b. Peraturan Bupati; dan
..: :,'-,r,:ii,:!.iiiii]::'irii

c. Keputusan Bupati. r ,,. :ltiii{1irtii1i.1.1 ,.,,, ,.,,
i , ru.i1l.,: :

Bupati menandatansani naskah dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasa-l

17 terdiri atas :
'', ;'.,, ,:lL,'*' ' l':r'''; ll]i+ilir ' .,.. ,.

a. Instruksi;

b. Surat Edaran; ,..i.i. ffi,:]'r'j:ffi, :'""i"'rl

d. Surat Keterang&rt;-.', t'''',-*t., 
' ',.. 

t'! 1" iitl 
.'.. ' 

"' 
-,,1

e. Surat Perintah;
" '::arii; i.,.ii ..,:-t r,t r:,, 

j 
r ::at . i:'l,:.:: li'r.,rj-.ir ri.:: i- '

f. Surat Izin; . 
r L',.,'riri;il'. -t'tt'1t. ', '

g. Surat Peq'anjian;

h" Surat Perintah Tugas;

i. Surat Kuasa;

j. Surat Undangan;

k. Surat Keterangan Meiaksanakan Tugas;

1. Surat Panggilan;

m. Nota Dinas;

n. Lembar Disposisi;

0. Pengumuman;

p. l,aporan;

q. Rekomendasi;

r. Berita Acara;

s. Memo;
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Piagam;

Sertifikat; dan

STTPP.

Pasal 27

(U Bupati dapat mendelegasikan penandatanganan perizinan di bidang
peiayanan yang bersifat lintas sektor kepada Perangkat Daerah yang
membidangi pelayanan perizinaurr terpadu.

{2} Dalam hal penyelenggaraan perizinan secara fungsional tetap menjadi
tanggung jawab Perangkat Daerah yang bersangkutan.

Pas*},? , ..:r ''.
:: r.r, . t: t:,i.:' .a:.:.,:. :..4 :.- ')..:: i .. :

Wakil Bupati menandatangani naskah ,$inas sebagaimana dimaksud
dalam Pasai 17 terdiri atas'i..'r'"''' 

t ' '',.,,;-']'' .'.

a. Surat Biasa; ,!fit' ..-r#,15ji...lffi, 
'1'' ' '.: 

,

b. Surat Keterangan;

c. Surat Perintah;
,',, ,:,.i:i' ,,,,'i.i, ,:,',1 

- ?'ii:.lfi1?ri;, ,'' ' '',

d. Surat lzin; '.',:'u.. ;}fl',' 'ir,.!,,,.ffi1 ,:',, , ....,1,..:r :,::..ri,: .'.,,,',lil .+i_1,,...',:t"

f. Surat Keterangan Me1ak""o*f*ur t"Sa*;

h. Lembar Disposisi;

i. Telaahan Staf;

j. Laporan; "" ' ":':
k. Rekomendasi; dan

l. Memo.

Wakil Bupati atas nama Bupati menandatangani naskah dinas meliputi :

a. Dalam bentuk dan susunan produk hukum keputusan;
b. Dalam bentuk dan susunan surat sebagaimana dimaksud dalam pasal

17 terdiri atas :

1. Surat Edaran;

2. Surat Biasa;

3. Surat Keterangan;

4. Surat Perintah;

5. Surat lzin;

6. Surat Perintah Tugas;

t.

u.

v.

{1}

(2j
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7. Surat Keterangan Melaksanakan Tugas;

8. Nota Dinas;

9. Lembar Disposisi;

10. Pengumuman;

L 1. Berita Acara;

12. Piagam; dan

13. Serifikat.

Pasal 29

tU Sekretaris Da,erah menandatangani naskah dinas sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 17 terdiri atas :

a. Surat Biasa; ,# ,li'+*i;i,,*,11, 
.

b. Surat Keterangan;

.it:.+! i:.-l;r ,,,.trs r+ ,.;
. -i r. i
- I r. l.\_:

' '..- '. '' -....-,.....1

c. Surat Perinta$.1,,':',

d. Surat Izin; ' , ,.
e. Surat Perjanjian;'

.:

f. Surat Kuasa;, ' , 
:

(2)

g. Surat Undangan;

h. Surat Keteran$an
i l'lir l::'

i. Surat Panggi1aft;..
..:j. Nota Dinas; ,,,".,

k. Nota Pengajuan

t. Lembar Disposisi;

m. Telaahan Staf;

n. Pengumuman;

o. Laporan;

p. Rekomendasi;

q. Surat Pengantar;

r" I-embaran Daerah;

s. Berita Daerah;

t. Berita Acara;

u. Notulen;

v. Memo;

w. Daftar Hadir; dan

x. Sertifikat.

Sekretaris daerah atas

meliputi :

nama Bupati menandatangani naskah dinas yang
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Dalam bentuk dan susunan produk hukum berupa keputusan, dan
Dalam bentuk dan susunan surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal

17 terdiri atas :

1. Surat Edaran;

2. Surat Biasa;

3. Surat Keterangan;

4. Surat Perintah;

5. Surat izin;

6. Surat Perjanjian;

7. Surat Perintah Tugas;

8. Surat Undangan;

9. Surat Keterangan Melaksanakan Tugas;

10. Surat Pang#q$; ,.,. '
11. Nota Dinas;

12. Pengumuman;

13. Berita Acara; ,.',iti
:,.11:r.,,,

14. Piagam; ,',',,,i.''

15. Sertifikat; dan

i6. STTPP. ,' " -.

, , 1,: .r::

-_li:
l' "'- 

l''

(1) Asisten menandatangani
r'l'i r'rl1]'

Pasal 17 terdiri atas : f

b. Nota Peng4juan Konsep nfu*f."f,

c. Lembar Disposisi;

d. Telaahan Staf;

e. Laporan;

f. Surat Pengantar;

g. Notulen; dan

h. Memo.

t?l Asisten atas narna sekretaris daerah menandatangani naskah dinas
dimaksud dalam Pasal 17 terdiri atas :

a. Surat Biasa;

b. Surat Keterangan;

c. Surat Perintah;

d. Surat Perintah Tugas;

a.

b.

sob-A"gqdrnana dimaksud dalam
': ' ':;' 't::: '
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e. Surat Perintah Perjalanan Dinas;

f. Surat Undangan;

g. Surat Panggilan;

h. Nota Dinas;

i. Nota Pengajuan Konsep Naskah Dinas;

j. l.aporan;

k. Surat Pengantar; dan

L Daftar Hadir.

Staf ahli menandatangani

17 terdiri atas :

a. Nota pengajuan konsep

b. Telaahan staf; dan

c. Laporan.

Pasal 31

naskah dinas sebagaimana

, 
t 

a;,,,, ',,,. ,t'''., ',,,,,'..'. .t,, ,;';; :1. ,' 
'....t' ,',.- .

*astcah'dinasi''' ' r: 'r rr:" ' ':r'i'' '

dimaksud dalam Pasal

i:::r;r.t]ilr.r:i!f.

....: l,
i:;:lr', :i1l:ii,.rli, ir,,i-;i,ir'i
i:r;:5.,fi 1:r, .'.'.;l lri:lrlii)l:

Pasal 82 '

,:r,rrii9:r " li: ' .aj at:!),.

ilitl:i;Nr r'i :r::t:f t,'.;1;1i#,,:r,.,,' ,ii:.i.-.i . *,, Iii:ifiiii
Kepala Perangkat Daera,,.,men dataqgdf.4i

dimaksud dalam Pasal 17'tediri algi : ,..-.

rraskah dinas
' tt.. :: t, .

sebagaimana

b. Surat Keterangan;

c" Surat Perintah;

d. Surat lzin;

e. Surat Perjanjian;

t Surat Kuasa;

g. Surat Undangan;

h. Surat Keterangan Melaksanakan Tugas;

i. Surat Panggilan;

j. Nota Dinas;

k" Nota Pengajuan Konsep Naskah Dinas;

1. Lembar Disposisi;

m. Telaahan Staf;

n. Pengumuman;

o. Laporan;

p. Rekomendasi;

q. Berita Acara;
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r.

s.

t.

Memo;

Daftar Hadir; dan

Sertifikat.

Pasal 33

t1) Sekretaris perangkat daerah menandatangani naskah dinas sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 17 terdiri atas :

a. Surat Biasa;

h. Surat Keterangan;

c. Surat Perintah;

d. Surat Kuasa;

e. Surat Undangan;

f. Nota Dinas;

g. Nota Pengajuan Konsep

h. Lembar Disposisii .,,,1',

i. Telaahan Staf; ,.. :'':,

j. Laporan; ,,., 
,..,'

k. Memo; dan ; ,..i,

t. Daftar Hadir. ' ',';' ,,

{2) Sekretaris perangkat daerah

suratmenand.atangani naskatr

sebagaimana dimakslrd dal Paddft,terdiri a s:
a. Surat Biasa;

b. Surat Keterangan;

c. Surat Perintah;

d. Nota Dinas; dan

e. Daftar Hadir.

Pasal 34

{1} Camat menandatangani naskah dalam bentuk dan susunan surat

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 terdiri atas:

a. Surat Biasa;

b. Surat Keterangan;

c. Surat Perintah;

d. Surat Izin;

e. Surat Perjanjian;
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f. Surat Kuasa;

g. Surat Undangan;

h. Surat Keterangan Melaksanakan Tugas;

i. Surat Panggilan;

j. Nota Dinas;

k. Nota Pengajuan Konsep Naskah Dinas;

L Lembar Disposisi;

m. Telaahan Staf;

n. Pengumuman;

o. Laporan;

p. Rekomendasi;

q. Berita Acara;

r. Memo; dan -.1,, ,t,, r,.,.. -'t''' .r,li:, ; .

s. Daftar Hadir.

{2} Camat atas nama bupatirnenand;tafrgifii,&skah dinas dalam bentuk dan

susunan surat sebagair*ra*ib:dimtllsyd dalam ?as aJ 17 terdiri atas:
Ia. Surat Biasa;

b. Surat Keterangan;

c. surat perintah; d*t;l1 - .. - ',,:;,,,.; 

"..',d. Surat Undangan. ,,-i,; .$llu ';";;ffir ,. ,,-:l

'...',' at:i , ,t1,'..,'-

:.,.r,:.

(1) Kepala bagian, kepala

dimaksud dalam Pasal

a. Surat Perintah;

b. Nota Dinas;

r,t:t.

'naskah dinas sebagaimana

c. Nota Pengajuan Konsep Naskah Dinas;

d. Lembar Disposisi;

e. Telaahan Staf;

f. Laporan; dan

g. Daftar Hadir.

(2) Kepala bagian, kepala bidang atas nama kepala perangkat daerah

menandatangani naskah dinas dalam bentuk dan susunan surat
sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 terdiri atas :

a. Surat Biasa;

b. Surat Keterangan;

c. Surat Perintah;



d.

e.
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Nota Dinas; dan

Daftar Hadir.

Pasal 36

naskah dinas sebagaimana dimaksud dalam pasal

g.

h.

i.

j.

k.

t.

nafira camat menandatangani naskah dinas dalam bentuk dan
susunan surat sebagaimana dimaksud dalam pasal 1? terdiri atas:
a. Surat Biasa;

b. Surat Keterangan;

c. Surat Perintah; dan

d. Surat Undangan.

(U

m.

n.

o.

p.

q.

r.

{2t
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Pasal 3?

Kepala subbagian, kepala subbidang, kepala seksi menandatangani naskah

dinas d.alam bentuk dan susunan surat sebagaimana dimaksud Pasal 1,7

terdiri atas:

a. Nota Dinas;

b. Nota Pengajuan Konsep Naskah Dinas;

c. Teiaahan Staf;

d. Laporan; dan

e. Daftar Hadir.

Bagian Keempat
Pendelegasian Penandatanganan ltlaskah Dinas

l !.: ,:ll-' '' ' Pasal 88 ' : i' ',' .

{1) Ketentuan mengenai pendel,egasian penandatanganan naskah dinas diatur
dalamPeraturaneupati,lblia;*"r6 r*t.rr*.,perundang-undangan.

..,1t:;:r::,*iriiij:li*. .'

(21 Pelaksanaan pendelegasian penandatanganan naskah dinas ditetapkan
,: '.r.. _1. liri .r:5:.4r. . i _it+, .?.

dengan Keputu san Bupati..se$#di? Pen:ndang-undangan.

i1i

t21

Pasal 39

Tinta yang digunakan untuk naskah dinas berwarna hitam.
Tinta yang digunakan untuli,' ganan dan paraf naskah dinas
berwarna biru tua.

Tinta yang dipergunakan untuk keperluan keamanan naskah dinas
berwarna merah.

{3}

BAB VI
STEMPEL

Bagian Kesatu
Jenis

Pasal 4O

Jenis stempel untuk naskah dinas di lingkungan pemerintah daerah terdiri
atas:

a. Stempel jabatan; dan

b. Stempel perangkat daerah.
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Pasal 41

{U Stempel jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf a yaitu
stempel jabatan bupati.

{2} Stempel jabatan bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi nama
jabatan dan menggunakan lambang negara dengan pembatas tanda
bintang.

Pasal 42

Stempel perangkat daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4O huruf b,
terdiri atas:

a. Stempel perangkat daerah dan/atau lembaga lain;
b. stempel perangkat daerah untuk keperluan tertentu; dan
c. Stempel UPT.

dae-fah sebagaimana dimaksud

Ukuran stempel jabatan,

dalam Pasal 40 meliputi :

sebagaimana dimaksud

a. ukuran garis tengah lingkaran luar stempel jabatan dan stempel

daerah adalah 4 crn;

b. Ukuran garis tengah lingkaran tengah stempel

daerah adalah 3,8 cm;

c. Ukuran garis tengah lingkaran dalam stempel

jabatan dan

jabatan dan

perangkat

perangkat

perangkat

maksimal

daerah adalah 2,7 cm; dan
d. Jarak antara 2 (dua) garis yang terdapat dalam lingkaran dalam

1 cm.
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Pasal 45

(1) Ukuran stempei Perangkat Daerah untuk keperluan tertentu sebagaimana

dimaksud daiam Pasal 42}'uruf b, meliputi:
a. Ukuran garis tengah lingkaran iuar stempel jabatan dan stempel

perangkat daerah adalah 1,8 cm;

b. Ukuran garis tengah lingkaran tengah stempel jabatan dan stempel

perangkat daerah adalah 1,7 crn;

c. Ukuran garis tengah lingkaran dalam stempei jabatan dan stempei

perangkat daerah adalah 1,2 cm; dan

d. Jarak antara 2 (dua) garis yang terdapat dalam lingkaran dalam

maksimal 0,5 cm.

{2} Stempel perangkat daerah untuk keperluan tertentu sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dipergunakan untuk kartu tanda penduduk, kartu
pegawai, tanda pengenal, asuransi kesehatan dan sejenisnya.

' 
,,,' ,1 

l ,Fa$a' , 
,,....

{1} Stempel jabatan berisi,rlarrro. jibatan,..dan Pernerintah Daerah dengan

pembatas tanda bintan$,' ,t,,a, '.,,, "i,,i

{2} Stempel perangkat daerali seb.4gai4r ydimakqud daiam pasal 42 huruf a
dan huruf b berisi nama Pe*,g"iat4..Db*ah dan nama Perangkat Daerah

,'..
-yang bersangkutan.

{3} Stempel UPT sebagaimana dimaksud dalarn pasal 42 huruf c, berisi nama

pemerintah kota, nama'",iP€rangkat Daeiah dan nama UPT yang

bersangkutan.

Bagian ketiga
Penggunaan

Pasal 47

{1} Pejabat yang berhak menggunakan stempel jabatan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 40 huruf a yaitu bupati/wakil bupati.

{2} Pejabat yang berhak menggunakan stempel perangkat daerah

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf b, kepala Perangkat Daerah,

Kepala Lembaga lainnya, Kepala UPT atau pejabat yang diberi wewenang.



27

Pasal 48

Perangkat daerah yang berhak menggunakan stempel perangkat daerah

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf b meliputi:

a. Sekretariat Daerah;

b. Sekretariat DPRD;

c. Inspektorat daerah;

d. Dinas Daerah;

e. Badan Daerah;

t. Kecamatan;

g. Kelurahan; dan

h. Lembaga lainnya.

Stempel untuk naskah

dibubuhkan pada bagian

naskah dinas.

dinas.'.nlenggunakan,tinta

Kewenang€Ln pemesl*l*g-. ,rynfi*panr St jabatan untuk naskah

oleh unit yang membidangi urusan ketatausahaan pada

sekretariat daerah. ' ' .-:.,'];.fft', .,,,,,,, .

Kewenangan pemegang dan penyimpan stempel perangkat daerah

dilakukan oleh unit yang membidangi urusan ketatausahaan pada setiap

Perangkat Daerah.

Unit yang membidangi urusan ketatausahaan sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) dan ayat{2) bertanggung jawab atas penggunaan stempel"

Penunjukan pejabat pemegang dan penyimpan stempel sebagaimana

dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Perangkat

Daerah.

berwarna ungu dan

yang menandatangani

{u

{2i

t3l

{4}



(u

{2}

{1}

t2|

2B

Bagian kelima
Pengamanan

Pasal S1

Untuk pengamanan stempel naskah dinas di lingkungan pemerintah
daerah menggunakan kode.

Ketentuan lebih lanjut mengenai standarisasi kode pengamanan stempel
sebagaimana dimaksud pada ayat (i) diatur tersendiri melaiui peraturan
Bupati.

BAB VII
KOP NASI(AH DIIiIAS

Bagian Kesatu
Jenis

Pasal 52

Jenis kop naskah dinas di lingkungan pemerintah daerah terdiri atas:
'a. Kop naskah dinas jabatan';,dan

b. Kop naskah dinas perangl"at daelah. ' ,,,
' ''''' : i'::'ir;l i"r'r'i: ;'il;: ::"':;

' 
' ';1;'';t't..,''t 

'l;" :::t"''';:t 
. .

:, : B,3-gian KedUi

,,'. , Pasal 53 : l

is)

Kop naskah dinas jabatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 52 huruf a
untuk bupati/wakil bu.P , me:rggunakan lambang negara berwarna
kuning emas dan ditempatkan altagian tengah atas, serta alamat nomor
telepon, nomor faksimile, website, e-mail dan kode pos ditempatkan
dibagian tengah bawah;

Kop naskah dinas perangkat daerah memuat sebutan pemerintah

Kabupaten Barito Selatan, narna satuan organisasi perangkat daerah,
alamat, nomor telepon, nomor faksimile, website, e-mail dan kode pos;
Kop naskah dinas kecamatan memuat sebutan Pemerintah Kabupaten
Barito Selatan, nama kecamatan, alamat, nomor telepon, nomor faksimile,
website, e-mail dan kode pos, lambang daerah;

Kop naskah dinas kelurahan memuat sebutan Pemerintah Kabupaten
Barito selatan, nama kecamatan, kelurahan, alamat, nomor telepon,
nomor faksimile, website, e-mail dan kode pos; dan

{4}
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i5) Kop naskah dinas UPT memuat sebutan Pemerintah Kabupaten Barito
selatan, nama Perangkat Daerah, nama upr, alamat, nomor telepon,
nomor faksimile, website, e-maii dan kode pos.

{1}

tzt

Bagian Ketiga
Penggunaan

Pasal 54

Kop naskah dinas sebagaimana dimaksud dalam pasal s3 ayat {i},
digunakan untuk naskah dinas yang ditandatangani oleh bupati dan wakil
bupati.

Kop naskah dinas sebagaimana dimaksud dalam pasal s3 ayat (2t,

digunakan untuk naskah dinas yang ditandatangani oleh Kepa]a

Perangkat Daerah Kabupaten Barito Selatan, lembaga lainnya atau pejabat

iain 5,ang ditunjuk.

Kop naskah dinas sebagaim dimaksud dalam pasai s3 ayat (3),

digunakan untuk naskah'di.re." yang ditandatangani oleh camat yang

bersangkutan atau pejabat laid$gng Jffi"f..'
Kop naskah dinas sebagaimaaa dimaksud dalam pasal 53 ayat (4i,

digunakan untuk naskah dinas yang ditandatangani oleh lurah yang

bersangkutan atau pejabat iain yang ditunjuk.
Kop naskah dinas sebagaimana.r aimal<sud dalam pasal 53 ayat (5),

digunakan untuk naskah dinas yang ditandatangani oleh Kepala UPT yang

bersangkutan atau pejabat lain yang ditunjuk.

(3)

{4)

{5)

Pasal 55

Kop naskah dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) digunakan
untuk naskah dinas yang ditandatangani oleh staf ahli bupati.

BAB VIII
SAIVIPUL IVASI(AH DINAS

Bagian Kesatu
Jenis

Pasal 56

Jenis sampul naskah dinas di lingkungan pemerintah daerah terdiri atas:

a. Sampul naskah dinas jabatan; dan

L,. Sampul naskah dinas per'angkat daerah.
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Bagian Kedua
Bentuk, [Ikuran dan Isi

Pasal 57

Sampul naskah dinas jabatan dan sampul naskah dinas perangkat daerah

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 berbentuk empat persegi panjang.

(i)

Pasal 58

Ukuran sampul naskah dinas jabatan dan sampul naskah dinas perangkat

daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 meiiputi:
a. sampul kantong dengan ukuran panjang 41 cm dan lebar 30 cm;

b. sampul folio/map dengan ukuran panjang 35 cm dan lebar 25 cm;

c. Sampul setengah folio dengan ukuran p4njang28 cm dan lebar 18 cm;

d. sampul seperempat foiio,dengan ukuran panjang 28 cm dan lebar 14

Jenis kertas sampul nas,6ah,dinas sebagaimana dimaksud pada ayat {1}

menggunakan kertas casing dengan warna:

a. Putih untuk samptll'lir,a"tiil dinas jabatan sebagaimana dimaksud
,l: :l ::l ; :l '

Pasal 56 huruf a; dan

b. Coklat untuk sampul nast<ah-.d,.i4,.,qs1rperangkat daerah sebagaimana

dimaksudPasa156huruf.b......,,....'.......

' - 
"-'l fCsatr.,59.., ,,,"

{1} Sampui naskah dinas jabatan berisi lambang negara berwarna kuning
emas dan nama jabatan dan alamat, nomor telepon, faksimile, e-mail,

website dan kode pos dibagian tengah atas.

(2)

t2)

t3)

Sampul perangkat daerah berisi nama kota, nama Perangkat Daerah yang

bersangkutan, alamat, nomor telepon, faksimile, e-mail, website dan kode

pos dibagian tengah atas.

Sampui UPT berisi nama pemerintah kota, nama Perangkat Daerah dan

UPT yang bersangkutan dan alamat, nomor telepon, faksimile, e-mail,

website dan kode pos dibagian tengah atas.
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BAE I:(
PAPAX }TA}fiA

Pasal 6O

Jenis papan nama di lingkungan pemerintah daerah terdiri atas:

a. Papan nama kantor bupati; dan

b. Papan nama perangkat daerah.

(1)

{2}

Pasal 61

Papan nama di lingkungan pemerintah daerah sebagaimana dimaksud
dalam Pasai 60 huruf a berisi tulisan Kantor Bupati, alamat, nomor
telepon dan kode pos.

Papan nama di lingkungan pemerintah daerah sebagaimana dimaksuci

dalam Pasal 60 huruf b berisi tulisan Pemerintah Kabupaten Barita
selatan dan nama Perangkat p61s1ah yang bersangkutan, alamat, nomor
telepon serta kode pos.

Bentuk, Ukuran, Jenis .bah $an{u.,arna,,'besar huruf papan nama
kantor kantor bupati, perangke,f@at *ebagaimana dimaksud pada ayat

{1} dan ayat {2) diatur lebih lanjut me1al*i,,peraturan Bupati.

PERUBAHAN DAN PPUCEBUTAN

{3}

(1)

(2)

,,,,1,.. Pdsal.6, . 
,,,',

Perubahan dan pencabutan rnaCkah.dinas sebagaimana dimaksud dalarn
Lrab ini dilakukan dengan bentuk drr, *r",rnan naskah dinas yang sejenis.

Pejabat yang menandatangani naskah dinas sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dilakukan oleh pejabat yang menetapkan, mengeluarkan atau
pejabat di atasnya.

BAB XI
KETENTUAN LAIN.LAIN

Pasal 63

Ketentuan mengenai Format dan susunan naskah dinas, penempatan a.n.,
u.b., u.F., Plt., Pih. dan Pj., paraf, bentuk, ukuran dan isi stempel, kop naskah
dinas, sampui naskah dinas dan papan nama sebagaimana dimaksr.rd dalam
BAB III, BAB IV, BAB V, BAB VI, BAB VII, BAB VIII, BAB IX, dan BAB X adalah
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snbagaifiia'a ter-eantum riaiam lampiran J-ai'rg niei-upakan -i:agian 
tidakterpisahkan dari peraiuran Bupati ini.

rr'* BAB xrr
"-,-.'EIITUAS pEltI ?Up

Pasal 64

Fa-da ea-at Feratu-ran Bupati ini mulai berlaku, maka peraiuran i3upaii tsariro
$e1atzui i'iorrror 2 Tahun 2fii2 tentaag Tata Naskah Dinas di LingkiiiigaiiFem*riaiah Katiupaten Barito seiatan iBerita Daerah Kabupaten Barito
seiatan Tahun 2o12 Nomor 2), dicabiii dan rii*-r.aiakan dciak beriaku.

: pasal 6E ,

Feratu-raa Eupeii ini murai bei'raku pada hnggai ciiurrdangican.

Agar setiap orang
Bupati ini dengan
Q.aini^-vurq.Lctl_t.

Diundangkan
pada ianggal

mengetahui, memednte_hkan
penempatannya dalam Berita

peagur:da-ngaii peraiuraE-:
Daerah Kabupaten Barito

Di-reiapliar-i di
pada tanggal

L

;.

Buntok
E0 m€i 2022

TAI{,

di Buntok
20 l4ei 2A22

BERITA DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN TAHUN 2022 NOMOR rs


























































































































